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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172.1/ (& TAHUN 2016
TENTANG
REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Menimbang

Méngingat

BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

: a. bahwa sesuai Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai.

 kewajiban . menyampaikan laporan keterangan

1 1.

pertanggungjawaban kepada DPRD;

.bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah, sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas
oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dan
hasilnya telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna
tanggal 20 April 2016, maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan DPRD ;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang

Akhir Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
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2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
’é‘ggngahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

" Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indon:sia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

' Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II-

i Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan -
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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Menetapkan :

KESATU

. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daer
Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

.8' Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor
1 Seri E No. 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun

2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun

2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007

Nomor 8 Seri E Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2015 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11 )

13.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita

' Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSEKAN :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

' DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP LAPORAN

+ KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015.
ah Kabupaten

KEPUTUSAN

Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2015, sebagai
berikut :
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Rekomendasi sebagaimana

: Menyampaikan Keputusan

1. Bupati supaya segera menata jajaran birokrasinya

df:ng_a.n mengisi ja}batan yang kosong dengan pejabat
difinitif, bukan pejabat pelaksana tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

2. Bupati supaya segera berkonsultasi dan berkoordinasi

dengan Pemerintah Pusat untuk mendapat solusi
terhadap kepastian dan kejelasan kewenangan
pembangunan jalan desa/kelurahan.

3. Kedepan Bupati supaya memperbaiki manajemen

program dan pengelolaan anggaran melalui peningkatan
kua.l_ltas perencanaan, pelaksanaan dan kontrol seluruh
kebijakan dan pendanaan program prioritas daerah
dalam rangka menunjang tercapainya seluruh aspek
pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

4. Bupati supaya membuat bahan rumusan permasalahan
dan isu strategis daerah pada RKPD tahun 2017 yang
menjadi dasar program prioritas berkaitan  dengan
pencapaian  indikator kinerja misi daerah yang
progresnya belum berhasil.

5. Bupati supaya segera men
dukuh Sido Agung Desa Adinuso Kecamatan Reban

sebagai reward terhadap keberhasilan pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2014.
6. Bupati supaya mengad

akan Perda Zonasi Pertambangan
di Kabupaten Batang. :

tersebut diktum KESATU
didasarkan pada hasil pembahasan Panitia Khusus I dan
Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang, yang selengkapnya dijabarkan dalam
Lampiran Keputusan, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

ini kepada Bupati Batang
untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan, sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 April 2016

gadakan jaringan listrik ke .
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